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ABSTRAK 

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam 

ranah politik. Artikel ini membahas bagaimana media sosial memengaruhi partisipasi politik 

generasi milenial di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi 

literatur, penelitian ini menemukan bahwa media sosial berperan sebagai platform edukasi 

politik, ruang diskusi, dan sarana mobilisasi aksi politik. Namun, media sosial juga memiliki 

dampak negatif seperti penyebaran hoaks dan polarisasi politik. Studi ini menyoroti pentingnya 

literasi digital untuk memaksimalkan manfaat media sosial dalam partisipasi politik generasi 

milenial. 

 

Kata Kunci: Media Sosial, Partisipasi Politik, Generasi Milenial, Literasi Digital. 

 

ABSTRACT 

Social media has become an integral part of modern society, including in the political realm. 

This article discusses how social media influences the political participation of the millennial 

generation in Indonesia. Using a qualitative approach and literature study methods, this study 

found that social media acts as a political education platform, discussion space, and a means 

of mobilizing political action. However, social media also has negative impacts such as the 

spread of hoaxes and political polarization. This study highlights the importance of digital 

literacy to maximize the benefits of social media in the political participation of the millennial 

generation. 

 

Keywords: Social Media, Political Participation, Millennial Generation, Digital Literacy. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai 

aspek kehidupan, termasuk politik. Generasi milenial, sebagai kelompok demografis yang 

paling aktif menggunakan media sosial, semakin terlibat dalam diskusi dan gerakan politik 

secara daring (Fitriani, 2021). Media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok telah 

menjadi sarana utama bagi generasi ini untuk mengakses informasi, berdiskusi, serta 

mengorganisir aksi politik. Peran media sosial dalam politik tidak dapat diabaikan, terutama 

dalam era digital yang semakin maju. Informasi yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui 

media tradisional seperti televisi dan surat kabar, kini dapat diperoleh dengan cepat melalui 

platform digital. Hal ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, khususnya generasi 

milenial, untuk lebih aktif dalam memahami dan menanggapi isu-isu politik yang sedang 

berkembang (Ardianto, 2020). 

mailto:maulidhasekar@gmail.com1
mailto:dianasari70@gmail.com2


                                                                                                             ISSN : 3089-1760 
 

https://jurnalsentral.com/index.php/jdss 418 

 

Di Indonesia, partisipasi politik generasi milenial mengalami peningkatan signifikan 

seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, 

dan Twitter menjadi ruang bagi individu untuk menyuarakan opini mereka, mengkritik 

kebijakan pemerintah, serta mendukung atau menentang tokoh politik tertentu. Hal ini 

menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini 

publik dan perilaku politik (Prasetyo, 2021). Salah satu faktor yang membuat media sosial 

begitu efektif dalam meningkatkan partisipasi politik adalah sifatnya yang interaktif. Tidak 

seperti media tradisional yang bersifat satu arah, media sosial memungkinkan komunikasi dua 

arah antara pemerintah, politisi, dan masyarakat. Dengan demikian, terjadi dialog yang lebih 

dinamis dan inklusif dalam proses politik. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai alat 

mobilisasi massa. Banyak gerakan sosial dan politik yang berawal dari media sosial dan 

kemudian berkembang menjadi aksi nyata di dunia offline (Nugroho, 2020). Contoh nyata 

adalah gerakan demonstrasi dan petisi online yang seringkali mendapatkan perhatian luas dan 

berdampak pada kebijakan publik. Namun, meskipun media sosial memberikan banyak 

manfaat, tidak dapat dipungkiri bahwa platform ini juga memiliki tantangan. Salah satu 

tantangan terbesar adalah penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi opini 

publik secara negatif. Hoaks politik sering kali digunakan untuk memanipulasi pemilih dan 

menciptakan polarisasi di masyarakat (Fitriani, 2021). 

Selain hoaks, tantangan lainnya adalah munculnya politik identitas yang diperparah oleh 

algoritma media sosial. Algoritma ini cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan 

preferensi pengguna, sehingga memperkuat pandangan tertentu dan mengurangi keberagaman 

informasi. Akibatnya, masyarakat cenderung terjebak dalam gelembung informasi yang 

mempersempit sudut pandang mereka. Literasi digital menjadi faktor penting dalam mengatasi 

tantangan yang muncul akibat penggunaan media sosial dalam politik. Dengan literasi digital 

yang baik, generasi milenial dapat lebih kritis dalam memilah informasi yang mereka konsumsi, 

serta lebih bijak dalam berpartisipasi dalam diskusi politik daring (Putri, 2021). 

Pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam 

meningkatkan literasi digital di kalangan generasi milenial. Program edukasi tentang cara 

mendeteksi hoaks, memahami algoritma media sosial, dan berpartisipasi dalam politik secara 

sehat harus terus digalakkan untuk memastikan bahwa media sosial dapat digunakan secara 

positif dalam kehidupan demokrasi (Wijayanto, 2022). Selain peran pemerintah, tanggung 

jawab juga ada pada platform media sosial itu sendiri. Perusahaan teknologi perlu 

mengembangkan kebijakan yang lebih ketat untuk mengatasi penyebaran informasi palsu dan 

ujaran kebencian. Langkah-langkah seperti verifikasi akun, peningkatan moderasi konten, serta 

transparansi dalam algoritma penyebaran informasi harus menjadi prioritas agar lingkungan 

digital tetap sehat dan demokratis. 

Di masa depan, pemanfaatan media sosial dalam politik diperkirakan akan terus 

berkembang. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji bagaimana teknologi digital dapat 

digunakan secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Dengan kolaborasi antara pemerintah, 

masyarakat, dan platform media sosial, diharapkan media sosial dapat terus menjadi alat yang 

memperkuat partisipasi politik generasi milenial dengan cara yang positif dan konstruktif. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data 

diperoleh dari berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal akademik, laporan penelitian, serta 

artikel berita terkait peran media sosial dalam politik. Analisis dilakukan dengan 

mengidentifikasi pola dan tren dalam penggunaan media sosial oleh generasi milenial dalam 

konteks partisipasi politik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi data 

untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh. Dengan demikian, hasil penelitian ini 
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dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai peran media sosial dalam 

meningkatkan partisipasi politik generasi milenial. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Politik 

Media sosial memungkinkan akses informasi politik secara cepat dan luas. Banyak akun 

edukasi politik yang aktif memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah, sejarah 

politik, dan hak-hak warga negara. Selain itu, berbagai kanal media sosial menghadirkan 

diskusi interaktif yang melibatkan akademisi, aktivis, dan politisi, sehingga pengguna 

mendapatkan wawasan lebih luas terkait permasalahan politik terkini (Ardianto, 2020). 

Generasi milenial juga dapat mengakses materi edukasi dalam berbagai format, seperti 

infografis, video pendek, dan podcast. Hal ini memudahkan mereka dalam memahami isu-isu 

politik yang kompleks dengan cara yang lebih menarik dan mudah dicerna. Tidak hanya itu, 

media sosial turut mendorong keterlibatan langsung dengan pemangku kepentingan politik. 

Milenial dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada pejabat publik melalui sesi tanya-

jawab daring atau diskusi live yang diadakan oleh institusi pemerintah maupun organisasi 

independent (Yulianto, 2022). 

Namun, tantangan utama dari media sosial sebagai sarana edukasi politik adalah adanya 

potensi informasi yang bias atau tidak akurat. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk 

mampu memilah sumber informasi yang kredibel serta melakukan cross-check terhadap fakta 

yang diperoleh. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap politik melalui media sosial, 

diharapkan generasi milenial semakin aktif dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai 

warga negara, serta berkontribusi secara positif dalam proses demokrasi. 

 

Ruang Diskusi dan Keterlibatan Publik 

Generasi milenial menggunakan media sosial untuk berdiskusi dan berbagi pandangan 

politik. Hashtag dan thread diskusi di platform seperti Twitter menjadi wadah bagi 

masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka. Platform seperti Facebook dan Instagram 

juga sering digunakan untuk membuat forum diskusi mengenai kebijakan publik atau isu 

sosial tertentu. 

Salah satu aspek yang membuat media sosial menjadi ruang diskusi yang efektif adalah 

adanya fitur interaktif yang memungkinkan setiap individu untuk memberikan komentar, 

berbagi informasi, atau bahkan mengoreksi informasi yang salah. Ini menciptakan budaya 

diskusi yang lebih terbuka dibandingkan dengan media konvensional. Selain itu, generasi 

milenial cenderung lebih nyaman menyampaikan pendapat mereka melalui media sosial 

dibandingkan dengan forum offline. Hal ini memungkinkan lebih banyak individu untuk 

terlibat dalam wacana politik tanpa hambatan geografis atau sosial (Saputra, 2019). 

Namun, terdapat pula tantangan dalam ruang diskusi digital ini, seperti perdebatan yang 

tidak sehat dan penyebaran ujaran kebencian. Oleh karena itu, diperlukan moderasi yang ketat 

serta peningkatan kesadaran akan etika berdiskusi dalam ruang digital. Jika dimanfaatkan 

dengan baik, media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam membangun kesadaran 

politik dan melibatkan lebih banyak individu dalam proses demokrasi. 

 

Mobilisasi Gerakan Sosial dan Politik 

Media sosial juga digunakan untuk mengorganisir gerakan sosial seperti demonstrasi, 

petisi online, dan kampanye politik. Banyak gerakan besar yang bermula dari media sosial 

dan berhasil mendorong perubahan kebijakan publik, seperti kampanye lingkungan, hak asasi 

manusia, dan isu ketidakadilan sosial. Kemudahan dalam berbagi informasi dan 

mengoordinasikan aksi melalui media sosial menjadikannya alat yang sangat kuat dalam 

mobilisasi massa. Dalam beberapa kasus, media sosial bahkan mampu menghubungkan 
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kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama untuk bekerja sama dalam 

mengadvokasi isu tertentu. Kampanye politik juga semakin banyak dilakukan melalui media 

sosial, terutama oleh politisi muda yang lebih akrab dengan platform digital. Mereka 

menggunakan media sosial untuk menjangkau pemilih muda, memaparkan visi-misi mereka, 

serta merespons berbagai isu secara langsung (Yulianto, 2022). 

Namun, mobilisasi melalui media sosial juga memiliki tantangan, seperti risiko aksi 

yang tidak terkoordinasi dengan baik serta potensi manipulasi oleh aktor-aktor politik tertentu. 

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa gerakan sosial yang dilakukan melalui 

media sosial memiliki struktur dan tujuan yang jelas. Dengan demikian, media sosial berperan 

sebagai katalis dalam gerakan politik, memungkinkan suara individu untuk didengar secara 

lebih luas dan memperkuat demokrasi partisipatif. Selain itu, berbagai bentuk aktivisme 

digital yang dilakukan melalui media sosial semakin berkembang. Tidak hanya sekadar 

berbagi informasi, tetapi juga menggalang dana, mengorganisir aksi solidaritas, serta 

membangun komunitas yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu tertentu. Gerakan ini 

sering kali menjadi pemicu bagi aksi nyata yang lebih luas di dunia offline. 

Media sosial juga memungkinkan kampanye politik dan sosial untuk menjangkau 

audiens global. Pesan yang awalnya ditujukan untuk komunitas lokal dapat dengan cepat 

menyebar ke berbagai belahan dunia, sehingga isu-isu yang diangkat mendapatkan perhatian 

lebih besar dari berbagai pihak, termasuk media internasional dan organisasi non-pemerintah. 

Meski demikian, efektivitas mobilisasi di media sosial tetap bergantung pada keterlibatan aktif 

para penggunanya. Keikutsertaan dalam aksi nyata setelah kampanye daring masih menjadi 

tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang dapat menjembatani interaksi 

digital dengan aksi konkret guna memastikan perubahan sosial yang berkelanjutan (Prasetyo, 

2021). 

 

Dampak Negatif: Hoaks dan Polarisasi Politik 

Meskipun memiliki manfaat besar, media sosial juga rentan terhadap penyebaran berita 

palsu (hoaks) dan polarisasi politik, yang dapat mempengaruhi persepsi dan opini publik 

secara tidak objektif. Algoritma media sosial yang menampilkan konten berdasarkan 

preferensi pengguna sering kali memperkuat bias konfirmasi dan membatasi eksposur 

terhadap sudut pandang yang beragam. 

Salah satu dampak dari hoaks politik adalah meningkatnya sentimen negatif terhadap 

pihak tertentu, yang dapat memicu konflik sosial. Banyak hoaks yang disebarkan dengan 

tujuan membentuk opini publik secara tidak sehat, baik dalam konteks pemilu, kebijakan 

pemerintah, maupun isu-isu sosial lainnya. Polarisasi politik yang terjadi akibat media sosial 

juga berdampak pada menurunnya kualitas diskusi publik. Ketika individu hanya terpapar 

pada informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka, mereka cenderung mengabaikan 

argumen dari pihak lain, yang pada akhirnya memperburuk polarisasi di masyarakat (Fitriani, 

2021). 

Salah satu cara untuk mengatasi dampak negatif ini adalah dengan meningkatkan literasi 

digital, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel serta 

memahami bagaimana algoritma media sosial bekerja. Oleh karena itu, penting bagi 

masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi dari media sosial, serta bagi 

platform digital untuk lebih proaktif dalam mengatasi penyebaran informasi palsu yang dapat 

merusak tatanan demokrasi. 

Meskipun memiliki manfaat besar, media sosial juga rentan terhadap penyebaran berita 

palsu (hoaks) dan polarisasi politik, yang dapat mempengaruhi persepsi dan opini publik 

secara tidak objektif. Algoritma media sosial yang menampilkan konten berdasarkan 

preferensi pengguna sering kali memperkuat bias konfirmasi dan membatasi eksposur 

terhadap sudut pandang yang beragam. 



                                                                                                             ISSN : 3089-1760 
 

https://jurnalsentral.com/index.php/jdss 421 

 

Salah satu dampak dari hoaks politik adalah meningkatnya sentimen negatif terhadap 

pihak tertentu, yang dapat memicu konflik sosial. Banyak hoaks yang disebarkan dengan 

tujuan membentuk opini publik secara tidak sehat, baik dalam konteks pemilu, kebijakan 

pemerintah, maupun isu-isu sosial lainnya. 

Polarisasi politik yang terjadi akibat media sosial juga berdampak pada menurunnya 

kualitas diskusi publik. Ketika individu hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan 

keyakinan mereka, mereka cenderung mengabaikan argumen dari pihak lain, yang pada 

akhirnya memperburuk polarisasi di masyarakat (Santoso, 2019). 

Salah satu cara untuk mengatasi dampak negatif ini adalah dengan meningkatkan literasi 

digital, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel serta 

memahami bagaimana algoritma media sosial bekerja. Oleh karena itu, penting bagi 

masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi dari media sosial, serta bagi 

platform digital untuk lebih proaktif dalam mengatasi penyebaran informasi palsu yang dapat 

merusak tatanan demokrasi (Rahayu, 2020). 

Sebuah tantangan lain yang muncul dari fenomena ini adalah meningkatnya fenomena 

"echo chamber" di media sosial. Pengguna cenderung terpapar pada informasi yang sesuai 

dengan pandangan mereka sendiri, mengabaikan sudut pandang yang berbeda. Hal ini 

menyebabkan diskusi politik menjadi kurang objektif dan lebih bersifat partisan. 

Media sosial juga telah digunakan sebagai alat propaganda oleh berbagai aktor politik. 

Dengan memanfaatkan data pengguna dan algoritma media sosial, pihak tertentu dapat 

menyebarkan narasi yang dirancang untuk memengaruhi opini publik secara strategis. 

Kampanye politik yang menggunakan teknik ini sering kali sulit dikenali oleh masyarakat 

umum. Oleh karena itu, selain meningkatkan literasi digital, penting bagi platform media 

sosial untuk mengembangkan kebijakan yang lebih ketat dalam mengatasi penyebaran hoaks 

dan konten yang berpotensi memecah belah masyarakat. Dengan demikian, media sosial dapat 

tetap menjadi alat yang positif dalam memperkuat demokrasi, bukan sebaliknya (Santoso, 

2019). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peran 

yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik generasi milenial di Indonesia. Media 

sosial berfungsi sebagai sarana edukasi politik yang efektif, memungkinkan keterlibatan 

publik dalam diskusi politik, serta menjadi alat utama dalam mobilisasi gerakan sosial dan 

politik. Dengan berbagai fitur interaktif yang tersedia, generasi milenial dapat lebih mudah 

mengakses informasi politik, berdiskusi, dan mengambil tindakan dalam berbagai isu yang 

mereka anggap penting. 

Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga memiliki dampak negatif, seperti 

penyebaran hoaks dan polarisasi politik yang dapat menghambat demokrasi yang sehat. 

Algoritma media sosial yang sering kali memperkuat bias pengguna menjadi tantangan 

tersendiri dalam memastikan bahwa diskusi politik tetap objektif dan berbasis fakta. Oleh 

karena itu, literasi digital menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan manfaat media sosial 

sekaligus meminimalkan dampak negatifnya. 

Diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat 

dalam mengatasi tantangan yang ada. Regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran hoaks, 

peningkatan kesadaran akan pentingnya berpikir kritis dalam mengonsumsi informasi, serta 

dorongan terhadap partisipasi politik yang lebih inklusif melalui media sosial adalah langkah-

langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat demokrasi di era digital. 
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